BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 331 ayat (3) dan
Pasal 402 avat (2) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pengaturan
mengenai Perusahaan Daerah Air Minum perlu
diperbaharui dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Randik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun195%9
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587),



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 637 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 305);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembsaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6£322);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,
Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan [Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menetapkan

dan
BUPRPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSEAN:

: PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK.

BaB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yvang dimaksud dengan @

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin,
Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat
Daerah scbagai unsur penyelenggara pemerintah yang



10,

11.

12,

memimpin  pelaksanaan urusan  pemerintahan  vang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang scluruh atau secbagan
besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin.
Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnva disebut
Perumda adalah BUMD vang seluruh modalnya dimiliki
oleh satu daerah dan tidak terbag atas saham.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik yvang
selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Randik
adalah BUMD Kabupaten Musi Banyuasin yvang seluruh
modalnyva dimiliki oleh Kabupaten dan tidak terbag atas
saham.

Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekavaan daerah wvang dipisahkan pada
Perusahaan Umum Daerah vang selanjutnya disebut KPM
adalah organ Perusahaan Umum Daerah yvang memegang
kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Dacrah
dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan
kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
Direksi dalam menjalankan kegiatan  pengurusan
Perumda.

Direksi adalah organ Perumda wvang berwenang dan
bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk
kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda
baik didalam maupun di luar pengadilan sesual dengan
ketentuan anggaran dasar.

Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perumda Air
Minum Tirta Randik.

Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perumda Air
Minum Tirta Randik.

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air
minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar

mendapatkan  kehidupan yang sehat, bersih  dan



produlktf.

13. Sistem Penvediaan Air Minum yvang selanjutnya disingkat
SPAM merupakan satu kesatuan sistem [isik (teknik) dan
non fisik dar prasarana dan sarana air minum.

14. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan
merencanakan, melaksanakan  konstruksi, mengelola,
memelihara, merehabilitasi, memantau  dan/atau
mengevaluas:  sistem hsik  (tekmk) dan non  hsik
Penyediaan air minum,

15, Tantiem adalah bagian laba Perumda Air Minum Tirla
Randik wang diberikan kepada Dewan Pengawas dan
Direks: yang berdasarkan pada suatu prosentase atau

jumlah tertentu dari perusahaan setelah kena pajak.

BAB II
PERUBAHAN STATUS HUKLUM
Pasal 2

Status hukum Perusahaan Air Minum yvang didinkan dengan
Peraturan Dacrah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin

diubah menjadi BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah.

BAR III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda Air Mimum

Tirta Randik.

Pasal 4
Perumda Air Minum Tirta Randik berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 5
(1) Perumda Air Minum Tirta Randik dapat membuka kantor
pelayvanan di  seluruh  wilayah kecamatan dan/atau
kelarahan/desa di Kabupaten sesual ketentuan peraturan

perundang-undangan.



(2] Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada

avat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan
pertimbangan Dewan Pengawas,

BAB IV
MAEKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Randik yaina:

a.

untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan air
minum;
.meningkatkan  kinerja vang berdasarkan tata kelola

Pe

.

(1)

(<)

perusahaan yang baik;dan

. menjamin kepastian hukum bag Pemenntah Kabupaten

dalam mendavagunakan sumber dava, aset yvang dimiliki
guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan daya saing.

Pasal 7

rumda Air Minum Tirta Randik didinkan dengan tajaan:
terwujudnyva penyelenggaraan usaha pengelolaan dan
pelayanan air minum vang berkualitas untuk pemenuhan
hajat hidup orang banyak secara adil, merata serta terus
MENerus;

turut serta melaksanakan pembangunan dan peningkatan
perekonomian Kabupaten;

memperoleh laba dan/atau keuntungan;dan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 8
Perumda Air minum Tirta Randik bergerak dibidang usaha
penyelenggaraan SPAM.
Bidang wusaha penvelenggaraan SPAM  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mehput :
a. SPAM jaringan perpipaan; dan/atau

i



b. SPAM bukan janngan perpipaan.
(3) Penvelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 9

(1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) hurul a mehputs unit;
a. air baloa;
b. produksi;
o, distribus; dan
d. pelayanan.
{2) SPAM bukan jaringan perpipaan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi ;
a. sumur dangkal,
b. sumur pompa;
¢. bak penampungan air hujan
d. terminal air; dan

e, bangunan penangkap mata air,

BAB VI
JANGEA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

Perumda Air Minum Tirta Randik didirikan untuk jangka
wakiu selama melakukan kegiatan usaha.

BAB VII
ANGGARAN DASAR
Pasal 11
(1) Perumda Air Minum Tirta Randik memiliki Anggaran
Dasar.
(2) Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Randik paling
sedikit memuat:
a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;
c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu berdiri;



e. besarnya modal dasar dan modal yang disetor;
f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi;dan

g. penggunaan laba.

BAE VIII
MODAL
Bagian Kesatu
sumber Modal
Pasal 12

Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Randik terdiri atas ;

a.

o

(1}

(2]

(3

(4

(53]

Penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD
dan/atau konversi dari pinjaman yang ditujukan untuk
memenuhi modal dasar dan modal disetor;

Pinjaman yang bersumber dari Kabupaten, BUMD lainnya
dan/atau sumber lainnya sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Hibah yvang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Kabupaten, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

. Sumber modal sah lainnya sesual ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 13
Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk penambahan
modal Perumda Air Minum Tirta Randik.
Penvertaan modal dapat berupa uang dan barang milik
daerah Kabupaten.
Barang milik dacrah Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik
Daerah Kabupaten dijadikan penyertaan modal.
Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayal (3] diperoleh
dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah
Kabupaten  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.
Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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(3]

(1)

(<]

Belanga Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada
Pemerintah Kabupaten Musi Banvuasin pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah).

Sisa Modal yang belum disetor sebesar Rp.
859, 322.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan
miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), akan disetor
dalam jangka wakiu paling lama 10 (sepuluh) tahun yang

terdiri dan ¢

. berupa uang scbesar Rp. 609.322.000.000,- (enam ratus

sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).

. barang sebesar Rp. 250.000.000.000,- [dua ratus lima

puluh miliar rupiah).

Pasal 15
Penyertaan modal Daerah Perumda Air minum Tirta
Randik dilakukan untuk :
a. pengembangan usaha;
b. penguatan struktur permodalan;dan
c. penugasan Pemenntah Kabupaten.
Penvertaan modal Daerah untuk penambahan modal
Perumda Air Minum Tirta Randik sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis
investasi oleh Pemerintah Kabupaten dan tersedianva

rencana hisnis.

BAB IX

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA RANDIK DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Randik dilakukan

oleh Organ.

(2} Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. KPM;

b. Dewan Pengawas; dan



(3)

(4)

(1)

(=

3]

(4]

(1)

¢, Direksi,

Organ scbagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
rapat dalam pengembangan usaha.

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. rapal tahunan,

b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran;dan

¢. rapat luar biasa.

Pasal 17
Setiap orang didalam pengurusan Perumda Air Minum
Tirta Randik dilarang memiliki hubungan keluarga sampai
derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah,
atau ke samping,
Seclain memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga
berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke
samping sebagaimana dimaksud pada avat (1) setiap orang
didalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Randik
dilarang memiliki  hubungan yang timbul karena
perkawinarn.
Setiap orang yang melanggar ketentuan scbagmimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi
administratil.
Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa:
a. teguran tertulis;dan/atau
b. pemberhentian
Ketentuan lebih lanjut mengenal pengenaan  sanks
administratif sebagaimana dimaksud pada ayal (4) diatur
dengan Peraturan Bupat.

Paragraf Kedua
KPM
Pasal 18
KPM bherwenang mengambil keputusan meliputi:
a. perubahan Anggaran Dasar;
b. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas,

dan Direksi



12)

(1]

(2]

1-3)

¢. pengalihan aset tetap;

d. kerjasama;

e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan
anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

[. penvertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber
dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan
revaluasi aset;

2. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;

h. penetapan besaran penggunaan laba;

1. pengesahan laporan tahunan;

j- penggabungan, pemisahan, peleburan,
pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air
Minum Tirta Randik;dan

k. jaminan aset berjumlah lebih dan 50% [(lima puluh
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air
Minum dalam 1 [sata) transaksi atau lebih.

Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkal
Daerah  yang membidangi  pembinaan terhadap

pengurusan BUMD.

Pasal 19

KPM dan Pelaksana kewenangan schbagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2] dapat dibenkan
insentif.
Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan:
a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Randik;
b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayvaan Daerah yang

dipisahkan sesuai jenis bidang usaha;dan
c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Randik.
Ketentuan lebih  lanjut mengenai besaran insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diatur dengan

Peraturan Bupati.

11



Pasal 20

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air

Minum Tirta Randik apabila dapat membuktikan :

a. tdak mempunvai kepentingan pribadi baik langsung
maupun bdak langsung,

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum vang

dilalukan oleh Perumda; dan/atau

]

tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung

menggunakan kekavaan Perumda secara melawan hukum.

Paragral Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 21
(1] Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
(2) Dewan Pengawas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
(3) Dewan Pengawas dapat terdini dari unsur independen dan
unsur lainnyva sesual dengan  kelentuan  peraturan
perundang-undangan,
(4] Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dapat
terdiri atas pejabat pemerintah Kabupaten vang tidak
bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 22
Untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas paling sedilit harus
memenuhi persyvaratan sebagai berilkoat:
a. bertakwa kepada Tuhan yvang Maha Esa;
b. berakhlak dan moral vang baik;

schal jasmani dan rohani;

L

B

memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,

jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yvang tinggi untuk

memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum

Tirta Randik;

e. memahami penyvelenggaraan Pemerintah Kabupaten;

f. memahami manajemen perusahaan yvang berkaitan dengan
salah satu fungsi manajemen;

g. menyediakan waklu yang cukup untuk melaksanakan

tugasnva;



h. berijazah paling rendah Strata 1 (5-1);

1. berusia paling tingg 60 [enam puluh) tahun pada saat
mendaftar pertama kal;

j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas
atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
badan usaha yvang dipimpin dinyatakan pailit;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana,

. tidak pernah dijatuhi hukuman vang berkekuatan hukum
tetap berkaitan dengan:

1. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannva pernah
melakukan tindak pidana vang merugikan keuangan
Negara atau Daerah dan/atau vang berkaitan dengan
sektor keuangann;dan

2. tindak pidana penyalahgunaan narkoebsa;

m., tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala
daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon

anggota legislatif.

Pasal 23

(1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalu
selelosi,

(2] Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi tahapan ujl kelayakan dan kepatutan yang
dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayat (2] diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan palng

lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembalh untuk 1

(satu) kali masa jabatan.

Pasal 25
(1) Dewan Pengawas dapal mengangkat sekretaris yang dibiayai
oleh Perumda Air Minum Tirta Randik.
{2) Sckretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

13



(1)

(<)

(3]

(4]

(1)
(2)

(3)

Pasal 26

Dewan Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum
Tirta Randik;dan

b. mengawasi serta memberi nasehat kepada Direksi

dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum
Tirta Randik.

Dewan Pengawas berwenang:

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air
Minum Tirta Randik;

b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang
disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan
KPM,

c. meminta keterangan Dircksi mengenai pengelolaan dan
pengembangan Perumda Air Minum Tirta Randik;

d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara
dan pemberhentian Direksi kepada KPM;dan

e, mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perumda Aar
Minum Tirta Randik.

Dewan Pengawas wajib:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM:dan

b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27
Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
Penghasilan Dewan Pengawas scbagaimana dimaksud
pada avat (1) paling banyak terdiri atas :
a. honorarium;
k. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau msentl kenja.
Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

14



(1)

(2]

(3]

Pasal 28
Dewan Pengawas dilarang:
a. memangku jabatan lebih dari 2 (dua) periode;
b. memangku jabatan rangkap sebagai:
1. anggota Dircksi pada BUMD, badan usaha milik
negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
2. pejabat lainnya sesua dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan/atau
3. pejabat lain wvang dapat menimbulkan konflik
kepenungan.
Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan oleh
KPM.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dilaksanakan oleh KPM dalam jangka waktu paling
lama 20 [dua puluh) har kerja sejak yang bersangkutan
diangkat memangku jabatan baru, jabatan yang
bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan
berakhir,
Pasal 29

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

(1)

[2)

meninggal dunia;
masa jabatannya berakhir; atau
diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 30

Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hurufl b, wajib
menvampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa
jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir
masa jabatannya.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas
pengawasan yvang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu)
bulan sctelah berakhir masa jabatannya.
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Pasal 32

{1} Anggola Dewan  Pengawas — diberhentikan  dengan
Keputusan KPM.
(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian

anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati,

Paragraf Keempat
Direksi

Pasal 33

(1) Dareksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM

(2) Jumlah anggota Dircksi paling sedikit 1 (satu) orang dan
paling banyvak 3 (tiga) orang.

(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada avat (2] dilakukan berdasarkan asas efisiensi,
efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan.

(4) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 1 (satu), maka
Direktur utama diangkat dari salah satu  anggota
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

(1) Untuk diangkal menjadi Direksi paling sedikit harus
memenuhi persvaratan sebagai berikut .
a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

b. berakhlak dan moral vang baik;

0

schat jasmam dan roham;

R

memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,

pengalaman, jujur, dan berdedikasi yang tinggi untuk

memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum

Tirta Randil;

e. memahami penyelenggaraan Pemenntah Daerah;

f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan
dengan salah satu [ungs: manajemen,

g, menyediakan wakiu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;

h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
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i. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (hma] tahun
dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan
pernah memimpin tim;

j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan
paling tinggi 55 (lima puluh enam) tahun pada saat
mendaftar pertama kah;

k. tidak pernah menjadi anggota Direcksi, anggolta Dewan
Pengawas, atau anggota komisaris vang dinyatakan
bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailil;

l. tidak permah dijatuhi hukuman yang mempunyai
kekuatan hukum tetap berkaitan dengan:

1. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatanya
pernah melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan Negara atau Daerah dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan;

2, tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

m. tidak sedang menjalani sanks: pdana,

n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
kepala daerah atau calon wakil kepala daerah,
dan/atau calon anggota legislatif;

0. syarat lain wyang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan,
penggantian dan  pemberhentian Direksi diatur dalam

Anggaran Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35
Direksi bertugas :

a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda
Air Minum Tirta Randik;

b. menyusun rencana kerja 5 (lima) tahunan, rencana kerja
anggaran tahunan, dan rencana bisnis 5 (lima) tahunan;

¢. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan
operasional Perumda Air Minum Tirta Randik;

d. membina pegawai; dan

e, mengurus dan mengelola kekayvaan Perumda Air Minum

18



Tirta Randik.
Pasal 36

Direksi berwenang:

a.

mengangkat dan memberhentikan pegawai;

b. menandatangani neraca dan perhitungan laba/ruag;

L

menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
mewakili Perumda Air Minum baik didalam dan di luar
Pengadilan; dan

melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian
dan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan

KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas,

Pasal 37

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling

]

lama 5 {lima) tahun dan dapat diangkal kembali untuk

1 {satu) kali masa jabatan kecuali:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan

b. memiliki keahlian khusus dan/atau prestas: yang
sangal baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang
ketiga.

Keahlian khusus dan prestasi kerja vang sangat baik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikil

memenuhi kritena:

a.melampaui target realisasi lerhadap rencana bisnis serta
rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta
Randik;

b.opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling
sedikit Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;

c.seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklamjuti sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

d.terpenuhinyva target dalam kontrak kinerja sebesar
100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode

kepemimpinan.
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Pasal 38

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalu
seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan
yvang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraluran Bupati,

Pasal 39

(1} Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.

{2) Penghasilan Direks] sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banvak terdiri dari atas :
a. gaji;
b. tunjangan;
c. [asilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif kerja.

(3) Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap scbagai:
a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara,
dan/atau badan usaha milik swasta;
b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan/atau
c. jabatan lain yang dapat menimbulkan lkonflik
kepentingan.

(2) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] tidak dilaksanakan oleh KPM dalam jangka waktu
paling lama 20 ({dua puluh) hari kerja sejak vang
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bersangkutan diangkat memangku jabatan baru scbagai
anggola Direksi, jabatan yang bersanglkutan sebagai
anggota Direksi dinyatakan berakhir,

Bagian Kedua
Pegawai
Pasal 41

Pegawal Perumda Air Minum Tirta Randik merupakan pegawai

vang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan

kewajibanmya ditctapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang

mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(1)

(2]

(3)

(1)

(2]

Pa=zal 42

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Randik memperoleh
penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban
pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja,.

Penghasilan pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak terdin atas:

a. gaji;

b. tunjangan;

c. fasilitas;dan/atau

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Penghasilan pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi
berdasarkan rencana kerja dan anggaran Perumda Air
Minum Tirta Randilk.

Pa=zal 43

Perumda Air Minum Tirta Randik wajib mengikutsertakan
pegawal pada program.

a. jaminan kesehatan;

b. jaminan har tua; dan

. jaminan sosial lainnya sesual dengan  Ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai,
Perumda Air Minum Tirta Randik melaksanakan program
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3]

(1)

(2]

(1]

(2]

1)

(3

peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dianggarkan dalam rencana kerja dan
anggaran Perumda Air Minum Tirta Randik.

Pasal 44

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Randik dilarang
menjadi pengurus partai politik.

Apabila Pegawai melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa
pemberhentian sebagai Pegawai oleh Direksi.

BAB X
RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA, ANGGARAN DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Pasal 45

Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun

rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5

(lima ) tahun berdasarkan Anggaran Dasar.

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada avat (1)

paling sedikit memuat :

a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen
pengelolaan sebelumnya;

b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Randik saat ini;

. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana
bisnis; dan

d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan
program kerja.

Direksi menvampaikan rancangan rencana bisnis kepada

Dewan Pengawas untuk disetujui paling lam 15 hari (lima

belas) hari kerja sejak disampaikan.

Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan

meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana



()

(5]

(6]

(1}

(2]

(3]

(1)

(2)

(3]

bismis sesual hasil penelaahan dalam kurun waktu 15
(hma belas) han kerja sebagaimana dimaksud pada yat (3).
Jika dalam waktu 15 (hma belas) han kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak
menyetujul rancangan rencana bisnis, rancangan rencana
bisnis dianggap telah disetujui.

Hancangan rencana bisnis yang disetujul atau yang
dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM untuk
disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Mekanisme penyusunan Rencana Bisnis berpedoman pada

peraturan perundang-undangan,

Bagan Kedua
Rencana Kenja dan Anggaran
Pasal 46

Direksi wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran BUMD
vang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana
Bisnis.

Rencana Kerja Anggaran BUMD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib disusun oleh Dircksi bersama jajaran
perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas
dan disahkan oleh KPM.

Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Anggaran BUMD

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 47
Dewan Pengawas wajib menyusun laporan triwvulan dan
laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
Direksi  wajib menvusun laporan bulanan, laporan
triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada
Dewan Pengawas.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas laporan keuangan vang telah diaudit dan

laporan manjemen.



(]

13)

(6]

(1]

(<)

Laporan tahunan scbagaimana scbagaimana dimaksud
pada ayat (3] ditandatangani bersama Dircks: dan Dewan
Pengawas.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
wajib dilakukan oleh auditor independen.

Ketentuan lebih lanjut mengenal laporan-laporan BUMD

berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

BAB XI
PENGUNAAN LABA
Pasal 48

KPM menetapkan penggunaan laba bersih Perumda Aar
Minum Tirta Randik,

Penggunaan laba untuk dividen yang menjadi hak
Kabupaten paling banyak 55% (lima puluh lima persen).

(3) Laba Perumda Air Minum Tirta Randik sebagaimana

4]

()

dimaksud pada avat (1) digunakan untuk :

a. pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% [dua
puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta
Randik.

b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontuinitas
pelayanan umum, pelayanan dasar, dan wusaha
perintisan perusahaan UrmLm daerah vang
bersanghkutan;

c. Tantiem/insentif untuk Dircks: dan Dewan Pengawas,
bonus untuk pegawai; dan/atau

e. Penggunaan laba lainnya sesual dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan.

KPM memprioritaskan  penggunaan penggunaan  laba

Perumda Air Minum Tirta Randik untuk peningkatan

kuantitas, kualitas dan kontuinitas pelayanan umum,

pelayvanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum
daerah vyang bersangkutan setelah dana cadangan
dipenuhi.

Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus

untuk pegawai sebagaiman dimaksud pada ayat (1) paling

tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi
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)

untuk dana cadangan.
Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta
Randik ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 49

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap

(2]

pengurusan Perumda Air Minum Tirta Randik.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh :

a. Sekretaris Daerah;

b. pejabat pada Sekretariat Dacrah yvang melakukan fungsi
pembinaan teknis ; dan

c. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan

fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Dacrah.

Pasal 50

Sekretaris Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat

(2} huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan

pada kebijakan vang bersifatl strategis,

Pasal 51

(1) Pejabat pada Sckretariat Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b melakukan fungsi
pembinaan teknis bertugas:

a, pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

b. pembinaan kepengurusan;

c. pembinaan pendayagunaan asel;

d. pembinaan pengembangan bisnis;

e. monitoring dan evaluasi;

f. administrasi pembinaan; dan

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Fungsi pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada

[
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(1]

[

avat (1) dilakukan oleh pejabat pada Sekretanal Daerah
yvang melakukan tugas dan fungs: dibidang lembaga

perckonomian.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 52
Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Randik
dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang
baik.
Pengawasan sebagaimana dimaksud avat (1) dilakukan
oleh Dewan Pengawas dan Pengawas Eksternal.
Pengawasan cksternal sebagaimana dimaksud ayat (2)
dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
Pengawas Eksternal scbagaimana dimaksud ayat (2)
dilakukan oleh:
a. Pemerintah Kabupaten;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri untuk pengawasan umum;dan
c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian untuk pengawasan teknis.

(5] Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana

(1)

(/]

dimaksud pada avat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada
Pemerintah  Kabupaten vang melaksanakan fungsi

PeNgAWASATL

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 33
Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Randik ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Fungsi Perumda Air Minum Tirta Randik yang dibubarkan
scbagaimana dimaksud avat (1) dilaksanakan oleh
Pemenntah Kabupaten.
Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum
Tirta Randik dikembalikan kepada Kabupaten.
Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Randik dilakukan
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()

berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat
kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta
Randik.

Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Randik
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dilaksanakan sesuai

ketentuan perundang-undangan.

BAB X1V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini:

a,

seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Randik beralih kepada Perumda
Air Minum Tirta Randik.

rencana Kerja dan Anggaran pada Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Randik beralih menjadi Rencana Kerja dan
Anggaran Perumda Air Minum Tirta Randik,

seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik beralih
menjadi penvertaan modal Perumda Air Minum Tirta
Randik.

seluruh  keputusan Dircksi dan  Peraturan pada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih
berlaku sebagai keputusan Direksi dan Peraturan pada
Perumda Air Minum Tirta Randik.

seluruh  perjanjian  kerjasama vang  dilaksanakan
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik masih tetap
berlaku scbagal perjanjian kerjasama Perumda Air Minum
Tirta Randik.

scluruh dokumen, perizinan, aset, pegawai, utang/putang
maupun hal lain yang terkait dengan hak dan tanggung
jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik
dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada
Perumda Air Minum Tirta Randik.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUR
Pasal 55

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Randik, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 56

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sellap  orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sckayu
pada tanggal 28 Oktober 2021

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

Led
BENI HEENEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

rtd
H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 15

NOREG, PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (13-101/2021}

Salinan sesuai dengan aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, 5H., M.&a
NIP. 19800715 199903 2 003
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